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1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Tuntutanzakuntabilitas tidak hanya 
padazpemerintahzpusat maupun daerah saja, 
tetapizpemerintahzdesa juga memiliki 
kewajibanzyangzsamazdalam mewujudkan 
pemerintahanzyang akuntabel. Sesuai 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomorz113zTahun 2014. Pengelolaan 
keuanganzdesa timbul akibat adanya 
hakzdan kewajibanzdesazyang dapatzdinilai 
dengan uang sehingga didalamnya akan 
menimbulkan suatu 
pendapatan,zbelanja,zdan pembiayaan yang 
perlu diatur dalam pengelolaan keuangan 
yang baik, maka dari itu pengelolaan 
keuangan desa sangat menentukan 

keberhasilan suatu desa dalam upaya 
mensejahterakan masyarakat desa. 
Pengelolaanzkeuanganz desaz sangat 
bergantung pada jumlah pendapatan yang 
diperoleh oleh suatu desa.  

Desa TegalzMengkeb merupakan 
sebuahzdesazyangzterletak di Kecamatan 
Selemadeg zTimur,z KabupatenzTabanan. 
Desa Tegal Mengkeb juga memiliki hak untuk 
mengatur pemerintahannya sendiri. APBDes 
adalahzinstrumen penting yang sangat 
menentukanztewujudnyaztata pemerintahan 
yangzbaikzdizsuatu desa. Tatazpemerintahan 
yangzbaikzantarazlainzdapat diukur melalui 
proseszpenyusunanzdanzpertanggungjawab-
an APBDes. 
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zABSTRACT 

Today the responsibility for accountability is not only in the central or regional 
governments, but also in the same authority in terms of realizing good and accountable 
governance. Thezresearch objectiveztozbezachievedziszto discuss the Accountability of Village 
Income and Expenditure Management (ABPDes) in Tegal Mengkeb Village in 2018. This study 
uses exploratory exploration methods with techniques for changing data inzthezformzof 
interviews, observations and evaluations. Accountability usedzinzthiszstudy is divided into five 
indicators namelyzadministrativezaccountability,zlegalzaccountability,zpoliticalzaccountability, 
professional accountability,zandzmoralzaccountability. The results of this study reveal the 
accountability proposed in village financial management in Tegal Mengkeb Village which in 
general has gone well, is still discussing some weaknesses that must be addressed immediately. 
It is expected that the future implementation will be more transparent and accountable in terms of 
the management of the Regional Budget. 
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Dapat dilihat bahwa pendapatan desa 
Tegal Mengkeb pada tahun 2016 sebesar 
2.810.112.000,00., pada tahun 2017 sebesar 
3.199.794.255,09., dan pada tahun 2018 
sebesar 3.391.998.000,00. Pendapatan desa 
tersebut bersumber dari pendapatan terbesar 
yakni dari Dana Desa dan Bantuan Keuangan 
APBD Provinsi. Sedangkan belanja desa 
Tegal Mengkeb selalu mencapai angka yang 
jauh lebih tinggi dari pendapatan desa Tegal 
Mengkeb. Dari tahun 2016 jumlah belanja 
desa Tegal Mengkeb mencapai 
2.769.047.000,00, kemudian pada tahun 
2017 meningkat menjadi 3.206.826.645.74, 
dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 
3.412.203.883,23. Hal tersebut menyebabkan 
terjadinya surplus/(defisit) anggaran desa 
Tegal Mengkeb. Surplus anggaran terjadi 
pada tahun 2016 sebesar 41.065.000,00, 
sedangkan pada tahun 2017 mengalami 
defisit anggaran sebesar 7.032.390,65 yang 
kemudian pada tahun 2018 juga mengalami 
defisit anggaran sebesar 20.205.883,23. Data 
tersebut selama tiga tahun terakhir dapat 
dilihat bahwa terjadinya penurunan anggaran 
atau defisit anggaran dari tahun 2017-2018 
yang cukup besar. 

Terjadinya penurunan anggaran 
tersebut diakibatkan karena dalam 
penyusuan APBDes, pemerintah desa juga 
membuat rencana sumber pendapatan desa. 
Jika realisasi dalam pendapatan desa 
tersebut tidak dapat mencapai target yang 
telah direncanakan, maka akibatnya 
beberapa program maupun kegiatan yang 
telah direncanakan harus dipotong 
pendanaannya. 

Salahzsatuzkebijakan publik yang 
palingzpentingzdan menjadi fokus dalam 

penelitianzini adalah pengelolaanzAnggaran 
PendapatanzdanzBelanja Desa (APBDes)z. 
Melalui anggaran dapat diketahui 
sejauhmana pemerintahzdesazbenar-benar 
memenuhi kepentinganzdanzaspirasi 
masyarakat. Dalam beberapazkasus,zsalah 
satunya di Desa Tegal Mengkeb, 
dimanazdalam pengelolaan 
APBDeszseringkali memuculkanzperselisian 
sehinggaztimbul konflik baikzantara 
masyarakatzmaupunzaparat desa. Sehingga 
dalamzproseszpenyusunanzdan pengeloaan 
APBDes,z seringkaliztidakzmembuka 
peluang keterlibatan masyarakat secara 
penuh. Sehinggazdenganzdemikian 
dapatzdipahami 
bahwazdalamzpengeloaanzAPBDeszdi Desa 
Tegal Mengkeb membutuhkan pemahaman 
danzkesepahamanzbaik pemerintah desa 
maupun masyarakat sehingga tidak 
bertentanganzdenganzrencanazdan program 
desa kedepan. 

RumusanzMasalah 
Berdasarkanzpermasalahanzyang telah 

dipaparkanzpadazlatarzbelakang penelitian di 
atas, makazsebagaizrumusanzmasalah yang 
akan dikajizadalah sebagai berikut: 
Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan 
AnggaranzPendapatanzdan Belanja Desa 
(APBDes)zdi Desa Tegal Mengkeb, 
Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten 
Tabanan Tahun 2018?    

TujuanzPenelitian 
Berdasarkanzlatar belakang dan 

rumusanzmasalah yang telah dipaparkan 
diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis lebih 
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mendalam mengenai Akuntabilitas 
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes) di Desa Tegal 
Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur 
Kabupaten Tabanan Tahun 2018. 

 
2. KAJIAN PUSTAKA 

Akuntabilitaszz 
Akuntabilitas yaitu meliputizpemberian 

informasizkeuanganzkepadazmasyarakat dan 
penggunazlainnyazsehingga memungkinkan 
bagi mereka untuk dapat menilai 
pertanggungjawabanzpemerintah atas semua 
aktifitaszyangzdilakukan, bukan hanya 
laporanzkeuanganzsaja namun juga dapat 
memberikanzinformasizdalam pembuatan 
keputusanzekonomi,zsosial dan politik. Jabra 
dan DwidevizdalamzWasistiono (2005:61) 
mengemukakan akuntabilitas dibagi menjadi 
lima macam atau tipe perspektif akuntabilitas, 
yaitu: Akuntabilitas Administratif atau 
organisasi;zAkuntabilitaszLegal; Akuntabilitas 
Politik; Akuntabilitas Profesional; serta 
Akuntabilitas Moral 

PemerintahanzDesa 
Undang-UndangzNomorz6 Tahun 2014 

Tentang Desa, menjelaskan bahwa yang 
dimaksudzdenganzDesa adalah adalah 
kesatuanzmasyarakatzhukumzyang memiliki 
batas wilayahzyangzberwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempatzberdasarkanzprakarsa masyarakat, 
hakzasalzusul,zdan/atauzhak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahanzNegarazKesatuan Republik 
Indonesia. 

Pemerintah Desa Menurut 
Permendagri RI Nomorz113zTahunz2014, 
Pemerintahan Desa adalahzpenyelenggaraan 
urusan pemerintahanzdanzkepentingan 
masyarakat setempatzdalamzsistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Jelas 
sekalizbahwazpemerintahanzdesa terdiri dari 
KepalazDesazbersertazperangkat desa, dan 
Badan Permusyawaratan Desa yang 
dipercayazolehzmasyarakat untuk bertugas 
menyelenggarakan pemerintahan desa 
seperti mengatur,zmenata, melayani, 
memeliharazdanzmelindungizberbagai aspek 
kehidupanzmasyarakatzberdasarkan asal 
usulzdanzadatzistiadat. 

Pelaksanaan APBDes 

AnggaranzPendapatan dan Belanja 
Desazadalahzsuatu daftar terperinci 
mengenaizpembiayaan yangzdibahas dan 
disetujuizbersamazoleh pemerintah desa, 
badan permusyawaratan desa, dan 
ditetapkan olehzperaturanzdesazyang 
ditetapkan dalam jangkazwaktuztertentu. 
Peraturan Menteri 
DalamzNegerizRepublikzIndonesia Nomor 
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
KeuanganzDesazpadazpasal 8 menyebutkan 
bahwa APBDesa,zterdirizatas Pendapatan 
Desa;zBelanjazDesa; Pembiayaan Desa 

Pelaksanaan APBDes di desa sudah 
ditentukan dan ditetapkan berdasarkan 
peraturan desa, maka dalam pelaksanaan 
APBDes sudah memiliki batasan yang 
seharusnya dilakukan oleh desa yang 
bersangkutan. Dalam pelaksanaannya 
APBDes juga harus berjalan sesuai dengan 
peraturan yang mengikat yaitu berdasarkan 
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Undangz-zUndangzDesa dan Permendargi 
Nomorz113zTahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, agar dapat 
terlaksana denganzbaikzsesuaizmaksudzdan 
fungsinya sehingga akan berdampak positif 
terhadap kesejahteraan masyarakat desa 
baikzsecarazlangsung maupun tidak 
langsung. 

 
3. METODEzPENELITIAN 

Metodezyang digunakan dalam 
penelitianzinizadalah penelitian deskriptif 
kualtitatif. MenurutzSugiyonoz( 2015 : 15 ) 
penelitianzkualitatifzadalah suatu metode 
penelitianzyangzberlandaskan pada filsafat 
poszpositivisme, digunakanzuntuk meneliti 
padazkondisi alamiahzobjek dimanazpeneliti 
adalahzsebagai instrumenzkunci, danzhasil 
penelitianzkualitatif lebihzmenekankan makna 
daripada generalisasi. Pada penelitianzini 
peneliti mengambilzunit analisiszberupa 
instansi pemerintah dengan suatu 
kegiatannyazyaitu AkuntabilitaszPengelolaan 
AnggaranzPendapatan dan BelanjazDesa 
(APBDes)zdizDesa Tegal Mengkeb 

Adapunzinformanzdalamzpenelitian ini 
adalahzKepalazDesa Tegal Mengkeb, Ketua 
BadanzPermusyawaratanzDesa (BPD) Tegal 
Mengkeb, Sekretaris Desa Tegal Mengkeb, 
Bendahara Desa Tegal Mengkeb, 
Masyarakat atau tokoh masyarakat yang 
berada di Desa Tegal Mengkeb 

4. HASILzDANzPEMBAHASAN 
GambaranzUmumzObyekzPenelitian 

Desa Tegal Mengkeb merupakan 
sebuah desa yang terletak di Kecamatan 
Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, 
Provinsi Bali. Walaupun perekonomian desa 

ini bergerak di sektor pertanian, wilayah desa 
ini cenderung kering.  

Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa merupakan APBDes yang dapat 
dipahami sebagai Anggaran Pendapatan dan 
Belanjar Desa Tegal Mengkeb dalam 1 (satu) 
tahun anggaran yang bersumber dari 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
Adapun pendapatan dan belanja desa yang 
diterangkan didalam APBDes Tegal Mengkeb 
adalah sebagai berikut: Pendapatan Daerah 
yakni semua pendapatan Desa yang 
bersumber dari pemerintah; dan  Belanja 
Daerah yakni diperuntukkan bagi aparatur 
desa; Pengembangan dan Pembinaan 
Sanggar Seni; Pembangunan Monumen; dan 
Program Pembangunan Lainnya. 
 
Analisis Hasil Temuan 

Penelitian ini menggunakan teori good 
governance dan diperkuat dengan dua 
kerangka konseptual yaitu konsep 
akuntabilitas menurut  Jabra dan Dwidevi 
dalam Wasistiono (2005) dan konsep 
pengelolaanzkeuanganzdesa berdasarkan 
PeraturanzMenterizDalam Negeri Nomor 113 
Tahunz2014.zDuazkonsep ini yang akan 
digunakan untukzmenganalisiszakuntabilitas 
pengelolaan APBDes di Desa Tegal 
Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, 
Kabupaten Tabanan Tahun 2018.  

Tipe Perspektif Akuntabilitas menurut 
Jabra dan Dwidevi dalam Wasistiono (2005) 
yakni meliputi akuntabilitas administratif atau 
organisasi, akuntabilitaszlegal, zakuntabilitas 
politik, akuntabilitas profesional, dan 
akuntabilitas moral. 
1. Akuntabilitas Organisasi 
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Akuntabilitas administratif atau organisasi 
merupakan  sebuah pertanggungjawaban 
dari pihak aparatur pemerintah desa baik 
yang berupazdokumenz-zdokumen atau surat 
menyurat dalam pemerintah desa agar 
diketahuizolehzmasyarakat. Serta 
masyarakat dapat 
mengetahuizsecaraztransparansi atau 
terbukazapazyang telah dilakukan oleh 
pemerintah desa 
dalamzmengelolazkeuangan desa. 

Indikator akuntabilitas administratif yang 
terdiri dari laporan realisasi dana, pembuatan 
RPJMD dan administrasi desa masuk 
kedalam konsep pengelolaanzkeuangan 
desa. Mengacu pada pengelolaan keuangan 
desa, dimana dalam aspek perencanaan, 
pelaksanaan,zpenatausahaan,zpelaporan,da
n pertanggungjawabananzkeuangan desa 
memerlukan laporan realisasi dana yang 
akuntabel serta transparan, pembuatan 
RPJMD yg sesua dgn perturan desa, dn 
administrasi desa yang sistematis.  

Pemerintah Desa Tegal Mengkeb sendiri 
sudah melaksanakan akuntabilitas dalam 
perspektif administratif atau organisasi secara 
optimal. Terlihat didalamnya bahwa 
pemerintah desa Tegal Mengkeb dalam segi 
administrasi desa sudah cukup lengkap, 
namun masih ada beberapa laporan yang 
tidak transparan atau bias dikatakan bahwa 
ada beberapa laporan yang masyarakat desa 
tidak mengetahui secara spesifik terkait 
dengan perencanaan pembangunan desa. 
Disamping itu, partisipasi masyarakat desa 
sudah cukup baik dan masyarakat bersama 
pemerintah desa bersinergi untuk 
mewujudkan pembangunan dan 
kesejahteraan desa melalui  tahap 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan desa. 
2. Akuntabilitas Legal 

Akuntabilitaszlegal merupakan zsebuah 
pertanggungjawaban yang menyangkut 
masalahzhukum. Pertanggungjawaban legal 
ini jugazsangatzdiperlukanzagar tidak terjadi 
tindakanzpenyelewenganzdari para aparatur 
desa. Karenazapabilazpara aparatur desa 
yangzdianggapzbersalah haruszdiadili secara 
transparan. Hal ini menjadi penting agar 
masyarakat dapat mengetahui seluruh 
tindakan yang menyeleweng dari para 
aparatur desa. Disamping itu, siapazsaja 
yang melakukannyazharus diberikan sanksi 
minimalzberupazteguran dan jika 
kesalahannyazdianggapzbesar, maka akan 
dibawazkezmeja persidangan gunanya untuk 
memberikanzrasaztakut kepada para 
aparatur desa untukzmelakukanztindakan-
tidakan yang menyeleweng. 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, 
terlihat bahwa pemerintah desa Tegal 
Mengkeb dalam mengelola keuangan desa 
serta potensi desa yang dimilikinya sudah 
dapat dikatakan akuntabel dan bersifat legal 
yakni adanya dasar hukum yang jelas yang 
mengatur jalannya aliran dana yaitu 
pengelolan APBDes yang sudah sesua dgn 
Peratura Desaa Tegal Mengkeb Nomor 10 Th 
2018 yang mengatur tentang APBDes di desa 
Tegal Mengkeb.selain itu, akuntabilitas legal 
yang mengacu pada pengelolaan keuangan 
sejauh ini sudah bisa dikatakan sesuai 
dengan Peraturan yang berlaku baik dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, samapai dengan 
tahap pertanggungjawaban sudah sesuai 
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dengan Peraturan Desa Tegal Mengkeb 
Nomor 10 Tahun 2018. 
3. AkuntabilitasoPolitik 

Akuntabilitasopolitikomerupakan sebuah 
pertanggungjawaban para aparatur desa 
kepada Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). Hal ini dilakukan agar supaya agar 
BPD mengetahui laporan realisasi anggaran 
baik yang bersipat semesteran maupun 
tahunan dari para aparatur desa.  

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, 
indikator administrasi politik yang mengacu 
pada konsep pengelolaanokeuangan desa 
melalui beberapa tahapan meliputi tahap 
perencanaan,opelaksanaan,openatausahaan, 
pelaporan, sampai pertanggungjawaban 
sudahoberjalanodenganobaik. Hal ini terbukti 
dengan pemerintah desa selalu melibatkan 
BPD dalam kkelima tahapan tersebut diatas. 
BPD selalu terlibat didalam tahan 
perencanaan dalam hal ini perencanaan 
pembangunan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, sampai pada 
pertanggungjawaban pembangunan desa. 
4. AkuntabilitasoProfesional 

Akuntabilitas profesional merupakan 
sebuah bentuk pertanggungjawaban 
seseorang dariopekerjaanoyang diembannya 
agaroorangotersebutotidak melanggar kode 
etikodariopekerjaannya tersebut atau dapat 
dikatakan bahwa pertanggungjawaban atas 
kinerja dari pemerintah desa. Berdasarkan 
hasil temuan dilapangan, dimana indikator 
akuntabilitas professional yang mengacu 
pada konsep pengelolaan keuangan desa 
terkait dengan kinerja dari pemerintah desa 
Tegal Mengkeb dalam pengelolaan APBdes 
dengan menerapkan sistem transaksi non 
tunai sudah mengacu pada kelima indikator 

pengelolaan keuanganodesaoyangomeliputi 
perencanaan, pelaksanaan,openatausahaan, 
pelaporan, danopertanggungjawaban  selama 
ini sudah dapat dikatakan optimal namun 
masih terdapat beberapa kekurang 
didalamnya misalnya dari aspek pelaporan 
yang masih perlu untuk dibenahi.  

Namun masih kurangnya keterbukaan dari 
segi pelaporan kepada masyarakat yang 
mengakibatkan tidak sedikit masyarakat yang 
acuh terhadap pemerintah desa dengan 
segala program yang ada. Selain itu contoh 
nyata dari indikator professional yaitu tentang 
apa yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku 
pemimpin desa yang secara profesional tidak 
membedakan para aparat desa lainnya baik 
itu keluarganya maupun tidak. 
5. Akuntablitas Moral 

Akuntabilitas moral yakni menyangkut 
tentang norma atau nilai-nilai yang telah 
berlaku di masyarakat, baik itu nilai kejujuran, 
keterbukaan, partisipasi, dan nilai demokrasi. 
Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa 
indikator akuntabilitas moral di desa Tegal 
Mengkeb yang tetap mengacu pada konsep 
pengelolaan keuangan dapat dikatakan 
belum optimal. Hal ini dikarenakan 
Pemerintah Desa Tegal Mengkeb belum 
bersikap tanggap dalam memberikan informsi 
dengan pengelolan keuangan desa termasuk 
didalamnya APBDes kpd masyarakat. Baik 
dimulai dari tahap perencanaan karena 
rendahnya partisipasi dalam tahap kegiatan 
yang dirancang, dan dalam prihal 
pertanggungjawabanan dimana Pemerintah 
Desa Tegal Mengkeb tidak bersipat 
transparan dalam hal pembuatan laporan 
keuangan desa dan tidak memasang baliho 
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penggunaan APBDes sebelum penggunaan 
dan sesudah realisasi. 

 
5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan tentang 
AkuntabilitasoPengelolaan Angaran dan 
PendapatanoBelanja Desa Tegal Mengkeb, 
Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten 
Tabanan Tahun 2018 dapatoditarik suatu 
kesimpulanobahwaopelaksanaan prinsip-
prinsipoakuntabilitas di Desa Tegal Mengkeb 
sudah dilaksanakan dengan baik, namun 
masih memiliki beberapa kekurangan atau 
kelemahan. Haloiniodibuktikan dengan 
adanya Musrenbangdes yang merupakan 
wujud partisipasiomasyarakatohingga tingkat 
desa. Serta didukung pula oleh pemerintah 
desa Tegal Mengkeb dalam pelaksanaannya. 
Tetapi beberapa indikator akuntabilitas dan 
pengelolaan keuangan yang menjadi aspek 
penting dalam pengelolaan APBDes belum 
diterapkan dengan baik. 
Saranv 

Adapunzsaranzyang dapat penulis 
sampaikan, antara lain: 
1. Pelaporan pengelolaan keuangan desa 

di Desa Tegal Mengkeb diharapkan lebih 
transparan dan akuntabel. 

2. Pemerintah desa TegaloMengkeb 
diharapkanodapatomelakukanososialisa
si kepada masyarakatodesaountuk lebih 
berpartisipasiosecaraoaktif memberikan 
kritik dan saranoterhadapokinerja 
pemerintah desa. 

3. Untuk mewujudkan desa Tegal Mengkeb 
yang lebih transparansi dan akuntabel 
diperlukan suatu partisipasi masyarakat 
desa dalam peningkatan program 
APBDes yang telah ditetapkan oleh 

kepala desa dengan aspirasi masyarakat 
desa Tegal Mengkeb. 
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